
KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 96l PP. 09 .+ -Kpt / 32 L8 I t<ab I x I 2O2o

TENTAI{G

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA

DALAM PEI{YELENGGAII,'L{I{ PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGAI{DARAI.I TAHUN 202 O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang .4.

b.

c.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O2O tentang

Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota membentuk tim Pengamanan

Surat Suara untuk melalnrkan Pengamanan terhadap

Pencetakan dan Penghitungan Surat Suara;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Nomor 95/PP.O9.4-

Kptl32LS lKab lXl2O2O tentang Pedoman Teknis

Pengamanan Surat Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang

Pembentukan Tim Pengamanan Surat Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tatrun 2O2O ;

Mengingat

m
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1. Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2OL2 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2

Nomor 23O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a9al;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2OL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-

Undang (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 193, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 65a71;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor L82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tatrun 2OL9

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 32O) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O2O

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan IJmum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran



-3-

Komisi Pemilihan Umum IkbupatenlKota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2Oll;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2OL9

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

5 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2OL9 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

615);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2Ol9 lCOWDlgl
(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2O2O Nomor 716)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 6 Tatrun 2O2O tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan

dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease

2Ol9 (COWD\9) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 1068);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2O2O

tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan

Perlengfuapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota
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Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 957);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O2O

tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil WaIi Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 991);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.O2-

Kpt/O|/KPU /VU2O2O tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2O2O;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 236 | PL.0 1 . S-Kpt/ KPU-Kab / X I 20 L9

tentang Pedoman Teloris Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Nomor 35.f /PP.01.2-
Kpt/3218 lKablI/Il2O2O tentang Pembatran Kedua atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 236 I PL.O 1 . S-Kpt/ KPU -l<ab / X | 20 19

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36lPL.O2-Kptl3218 ll<ablVll 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Lanjutan Tahun 2O2O;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 93/PP.09 .2-Kpt / 3218 /Kab /Xl 2O2O

tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi

Teknis Surat Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 94 lPP.Og.4-Kpt / 321 8/Kab/X I 2O2O

tentang. . .
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tentang Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara

dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemungutan Suara dan

Hasil Penglritungan Suara pada Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2020;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 95/PP.09 .a-Kpt / 3278 I l<ab lxl 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 133/8A/3218 I Kab /Xl 2O2O tentang

Pembentukan Tim Pengamanan Surat Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENGAMANAN SURAT SUARA DAI.AM

PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O.

Membentuk Tim Pengamanan Surat Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud

dalam Dikttrm KESATU bertugas:

1. Mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan

dokumen digital master Surat Suara sebelum dan

setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyegel

dan menyerahkannya kepada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran ;

2. Mengawasi . .

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran



KETIGA

KEEMPAT
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2. Mengawasi Pencetakan untuk menjaga lmalitas

cetakan Surat Suara;

3. Memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang

sesuai dengan ketentuan;

4. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai

dengan ketentuan untuk dimusnahkan;

5. Memverifikasi jumlah Surat Suarayangtelah dikirim ke

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;

6. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih

tersimpan di Percetakan;

7. Menandatangani berita acara hasil Pencetakan

bersama Percetalcan; dan

8. Membuat laporan hasil Pencetakan secara berkala

kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran melalui Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pangandaran.

Masa kerja Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 2 {dua) bulan,

yaitu bulan November dan Desember 2O2O.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 3O Olrtober 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN
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